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Abstrak

Pengalihan harta warisan melalui jual beli maka semua ahli waris harus mengetahui dan menyetujui
dalam hal jual beli tersebut karena jika salah satu dari ahli waris tidak mengetahui dan merasa dirugikan
maka jual beli tersebut dapat dibatalkan, tetapi jika hak atas warisan telah beralih kesalah satu ahli
waris berdasarkan kesepakatan ahli waris. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana
perjanjian jual beli harta waris, Bagaimana prinsip itikad baik dalam perjanjian jual beli berdasarkan
hukum perdata. Bagaimana pertanggung jawaban penjual harta waris yang perolehannya mengandung
cacat hukum. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian
jual beli harta waris. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang
menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang
dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah
data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa prinsip itikad baik dalam perjanjian jual beli beli harta
waris berdasarkan hukum perdata adalah penting karena pada dasarnya pihak pembeli harus
mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait barang yang ditawarkan oleh penjualdalam
pembuatan suatu perjanjian karena meminimalisir kemungkinan praktek penipuan didalam jual beli.
Pertanggungjawaban penjual harta waris jika mengandung cacat hukum wajib mengembalikan uang
harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya kerugian. Perlindungan hukum
terhadap pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli harta waris adalah memiliki, menguasai
dan menikmati benda dengan aman dari segala gangguan. Penjual juga harus menjamin benda yang
dijual nya bebas dari cacat tersembunyi yang mengurangi nilai pakainya
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1. PENDAHULUAN
Warisan ialah semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik

berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang atau uang pinjaman dan juga

barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan
sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup. Proses penerusan atau
pengoperan harta warisan akan dibagi kepada para ahli waris yang mempunyai hak waris.

Karena harta warisan belum dibagi, masing-masing ahli waris masih mempunyai hak yang

sama atas harta warisan itu. Jika ada lebih dari seorang ahli waris maka warisan itu

merupakan made eigendom (hak milik bersama).

Sesuai ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian memiliki inti
pengertiannya yaitu harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah
meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk
diwarisi. Adapun untuk pembagian warisan KUHPerdata tidak menentukan cara tertenu
dalam pembagiannya, jika ternyata semua ahli waris cakap untuk bertindak sendiri dan
semuanya berada ditempat (hadir) pada saat pembagian warisan maka cara pembagian
warisan diserahkan kepada mereka sendiri, tetapi dalam hal diantara ahli waris masih berada
di bawah umur atau ada yang ditaruh di bawah pengampunan (curatele) maka pembagian
warisan harus dilakukan dengan suatu akta notaris dan dihadapan Balai Harta Peninggalan
(wees kamer).

Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja
yang dikehendaki atas hartanya. Bagian mutlak (legitieme portie) adalah suatu bagian dari
harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang berada dalam garis lurus
menurut undang-undang yang berlaku. Besarnya bagian hak mutlak sesuai ketentuan Pasal
914 KUHPerdata ialah sebagai berikut:

1. Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah %2 (setengah) dari bagian yang harus
diterimanya;

2. Bila dua orang anak bagian mutlaknya adalah 2/3 (dua pertiga) dari apa yang seharusnya
diwarisi oleh masing-masing;

3. Tiga orang anak atau lebih yang dtinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak
adalah % (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut
undang-undang.

Jika seorang ahli waris ingin menjual harta warisan yang belum dibagi maka harus
mendapatkan persetujuan dari semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak atas
harta tersebut akibat pewarisan dan persetujuan itu dituangkan dalam surat persetujuan di
bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat surat persetujuan dalam bentuk
akta.

Penjualan harta warisan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan
rukunnya jual beli. Warisan yang dimaksud adalah warisan yang sudah jelas yaitu sudah
dilaksanakan hak-hak pewaris. Misalnya setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang,
mengurusi jenazah pewaris dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Sedangkan
warisan yang belum dibagi tidak sah untuk diperjualbelikan dengan alasan karena dalam
warisan tersebut masih terdapat hak ahli waris yang lain dan belum jelas siapakah yang
akan menjadi pemilik barang tersebut. Warisan tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dalam
pembuatannya yaitu jual beli tadi dilakukan tanpa persetujuan para ahli waris lainnya.
Padahal sudah jelas, apabila jual beli warisan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan
persetujuan dari ahli waris lainnya maka jual beli tersebut dilarang di dalam syariat islam, hal
ini sesuai dengan firman Allah S.W.T di dalam Surah An-Nisa Ayat 29 sebagai berikut:
Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di

antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha

penyayang kepadamu”.
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Perjanjian jual beli harta warisan oleh si ahli waris terhadap pembeli tentu
mengedepankan apa yang disebut Itikad baik. Itikad baik yang merupakan faktor penting
dalam sebuah perjanjian bagi si pembeli yang beritikad baik maka ia akan mendapatkan
perlindungan hukum secara wajar sedangkan yang tidak beritikad baik tidak perlu
mendapatkan perlindungan hukum. Namun faktanya, salah satu permasalahan dalam hukum
perdata terutama perjanjian jual beli adalah mengenai perlindungan terhadap pembeli yang
beritikad baik. Itikad baik yang menampilkan sifat menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada
pihak penjual yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk namun
pada akhirnya terkadang si penjual menimbulkan kesulitan-kesulitan yang merugikan si
pembeli.

Perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu sebagai upaya
perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum tentang apa-apa yang dapat dilakukannya
untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut. Begitu
juga halnya yang diatur di dalam perjanjian- perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad
baik (goerden troe) yang diterjemahkan dengan “kejujuran” dapat dibedakan 2 (dua) macam,
yaitu pertama itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan-hubungan hukum atau
perjanjian dan kedua, itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang
timbul dari hubungan hukum atau perjanjian tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan
peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang
dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan. Analisis data yang
digunakan adalah data kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pertanggungjawaban Penjual Harta Waris yang Perolehannya Mengandung Cacat
Hukum

Perjanjian jual beli menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang telah
menyepakatinya. Hak dan kewajiban yang dimaksud di sini adalah hak dan kewajiban pembeli
dan pihak penjual dalam suatu perjanjian jual beli.Sehubungan dengan hak dan kewajiban
yang dimaksud adalah merupakan suatu akibat dari diadakannya persetujuan jual beli yang
telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang. Dengan kata lain
dipenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian jual beli yang mempunyai sifat obligatoir, maka akan
timbul akibat hukum berupa adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang
mengadakan perjanjian jual beli tersebut.

Adapun yang menjadi hak dari penjual adalah menerima pembayaran atas harga barang-
barang yang telah diserahkan kepada pembeli (Pasal 1457 KUH Perdata). Kewajiban penjual
adalah :

1. Penyerahan barang yang telah diperjanjikan kepada pihak pembeli.
2. Menanggung atas barang yang diperjanjikan kepada pihak pembeli.

Menurut Pasal 1474 KUHPerdata, kewajiban penjual tentang menanggung atas barang
yang diserahkan kepada si pembeli mempunyai 2 (dua) pengertian yaitu :

1. Penguasaan terhadap barang yang diserahkan secara aman dan tenteram.
2. Cacat yang tersembunyi (tidak dapat dilihat).

Perjanjian jual beli ini pihak penjual berkewajiban terhadap kedua kewajiban itu dengan
berpedoman kepada Pasal 1491 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa penanggungan
yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu
pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya
cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga
menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Menentukan bahwa salah satu pihak berada dalam keadaan wanprestasi adalah apabila
berada dalam keadaan tertagih, dengan tagihan atau teguran itu harus melaksanakan

Jurnal Homepage: http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum 3



Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]
Vol 2 Nomor 3 Maret 2022, hal 1-9
ISSN: 2808-6708

prestasinya.Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu yang tertentu, yang tidak dapat diduga

oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan
dengan baik, faktor penyebab terjadinya wanprestasi diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu:

1. Faktor dari luar dan

2. Faktor dari dalam diri para pihak.

Faktor dari luar adalah “peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga
akan terjadi ketika perjanjian dibuat’. Sedangkan faktor dari dalam diri manusia/para pihak
merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan
dengan sengaja atau pun karena kelalaian pihak itu sendiri, dan para pihak itu sendiri, dan
para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut.

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih
dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai, bahwa pihak
kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur.Menurut undang-undang
peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis.

Seseorang dikatakan lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat
memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Hal kelalaian
atau wanprestasi pada pihak berhutang harus dinyatakan dahulu secara resmi yaitu dengan
mengingatkan bahwa untuk melakukan pemenuhan prestasi. Peringatan itu biasanya
dilakukan oleh seseorang jurusita dari pengadilan.

Debitur yang sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya tetapi tetap
tidak melaksanakan prestasinya, maka debitur berada dalam keadaan lalai atau alpa dan
terhadapnya dikenakan sanksi-sanksi : Prakteknya dalam perjanjian jual beli harta warisan
apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, berarti telah melakukan wanprestasi
yang mempunyai akibat hukum vyaitu:

1. Pembatalan perjanjian

Pembatalan atau penghentian suatu perjanjian adalah satu bagian yang paling penting
untuk dituntut kreditur (penggugat) dalam gugatannya, selain dari tuntutan pengembalian
biaya, ganti rugi dan bunga. Ada tiga penyebab pembatalan perjanjian yaitu :

a. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan dibawah

pengampuan

b. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang.

c. Adanya cacat kehendak.

Pembatalan perjanjian disini bukanlah pembatalan karena tidak memenuhi syarat
subjektif dalam perjanjian, akan tetapi karena salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.
Pembatalan perjanjian dalam khasanah hukum perikatan adalah suatu keadaan yang
membawa akibat suatu hubungan perikatan itu dianggap tidak pernah ada.Dengan
pembatalan perjanjian maka eksistensi perikatan dengan sendiri hapus.Akibat hukum
kebatalan yang menghapus eksistensi perikatan selalu dianggap berlaku surut sejak
dibuatnya perjanjian.

Meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya dapat dilakukan
dengan cara :

a. Melakukan penuntutan secara aktif di muka hakim atau pengadilan.

b. Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan di muka
Hakim. Sehingga dengan ada gugatan yang diajukan oleh pihak lawan karena ia tidak
memenuhi prestasi perjanjian, maka ia dapat mengajukan pembelaan bahwa perjanjian
tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya
perjanjian tersebut.

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli

Harta Waris
Perbuatan hukum seperti jual beli sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-

hari.Pada hakekatnya perjanjian jual beli bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu

barang yang diperjualbelikan karena dalam jual beli pihak penjual wajib menyerahkan barang
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yang dijualnya itu kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk
membayar harga dari barang itu kepada pihak penjual.

Masalah jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kejujuran
atau itikad baik dalam jual beli merupakan faktor yang penting sehingga pembeli yang
beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar, sedangkan yang tidak
beritikad baik tidak perlu mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam
rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya.
Perlindungan hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap individu sebagai bentuk
pemenuhan hak dan kewajiban melainkan juga terhadap hak dan kewajiban masyarakat
secara keseluruhan, atau dengan kata lain perlindungan hukum memberikan jaminan dari
hukum untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan untuk dirinya sendiri dan
hubungannya dengan pihak lain. Perlindungan hukum juga memberikan solusi dalam
memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum sehingga dapat tercipta
ketertiban dan keteraturan.

Pembeli beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat
pada barang yang dibelinya itu. Pembeli dapat dianggap beritikad baik jika telah memeriksa
secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas
objek yang dibelinya sebelum dan pada saat proses peralihan hak. Pembeli yang mengetahui
atau dapat dianggap seharusnya telah mengetahui cacat cela dalam proses peralihan hak
tersebut (misalnya ketidakwenangan penjual), namun tetap meneruskan jual beli, maka
pembeli tidak dapat dianggap beritikad baik.

Menurut peraturan perundang-undangan, kewajiban pembeli dalam suatu perjanjian jual
beli diatur dalam Pasal 1513 dan Pasal 1514 KUHPerdata.Kewajiban pembeli di sini terkait
dengan konteks perjanjiannya, serta tidak ada peraturan yang mewajibkan pembeli untuk
meneliti fakta material sebelum dan saat jual beli dilakukan.Peraturan yang ada lebih
menekankan kepada pihak penjual untuk memberikan keterangan secara jujur tentang barang
yang menjadi objek jual beli (Pasal 1473 KUHPerdata). Pasal ini membebankan kewajiban
kepada pihak penjual untuk memberikan keterangan kepada pembeli tentang barang yang
akan dibeli.

Kejujuran atau itikad baik, dapat dilihat dalam dua macam, yaitu pada waktu mulai
berlakunya suatu perhubungan hukum atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang termaktub dalam perhubungan hukum itu. Kejujuran pada waktu mulainya
dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai
berlakunya perhubungan hukum itu sudah dipenuhi semua, sedang kemudian ternyata bahwa
ada syarat yang tidak terpenuhi. Pihak yang jujur dianggap seolah-olah syarat-syarat tersebut
dipenuhi semua, atau dengan kata lain yang jujur tidak boleh dirugikan sebagai akibat tidak
terpenuhinya syarat termaksud di dalam perjanjian itu.

Sebaliknya satu pihak dikatakan tidak jujur pada waktu mulai berlakunya perhubungan
hukum, apabila ia pada waktu itu tahu betul tentang adanya keadaan yang menghalang-
halangi pemenuhan suatu syarat untukberlakunya perhubungan itu. Sedangkan pihak lain
mungkin jujur tentang hal itu, artinya tidak mengetahui adanya hal tersebut. Pihak yang tidak
jujur pada umumnya harus bertanggung jawab atas ketidakjujuran itu dan harus memikul
risiko. Ketentuan mengenai itikad baik, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan
perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menetapkan bahwa semua
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti, bahwa setiap pihak yang
membuat perjanjian tersebut dibuat dengan disertai oleh itikad baik, dalam hal ini termasuk
perjanjian jual-beli.

Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan antara lain bahwa untuk sahnya perjanjian, suatu
perjanjian harus memenuhi syarat sebab yang halal. Sehubungan dengan ini telah diatur pula
dalam pasal 1335 KUH Perdata bahwa: “Perjanjian tanpa sebab atau sebab yang palsu atau
terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdata juga mengatur
bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila
bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Adanya syarat-syarat eksonerasi
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perjanjian yang merupakan syarat-syarat baku ini pada umumnya telah mengakibatkan

kerugian bagi kepentingan konsumen. Purwahid Patrik menyebutkan pembeli dapat dilindungi

terhadap pihak yang membuat eksonerasi apabila dapat membuktikan.

1. Syarat eksonerasi itu bertentangan dengan kesusilaan adalah batal menurut hukum (van
rechtswesfe nietig);

2. Syarat eksonerasi itu dibuat dengan menyalahgunakan keadaan, sehingga perjanjian itu
dapat dibatalkan (vernietigbaar);

3. Syarat eksonerasi itu tidak diberitahukan secara pantas kepada pihak lain sehingga
syarat-syarat itu tidak merupakan bagian dari perjanjian itu, dan syarat itu tidak mengikat.
Pasal 1491 KUHPerdata menekankan bahwa adanya kewajiban penjual untuk

menjaminkan penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram kepada pembeli dan
adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi. Menurut Subekti, kewajiban untuk
menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang dapat membuat
barang itu tidak dapat dipakai keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi
pemakaiannya. Kalau pembeli mengetahui cacat-cacat tersembunyi itu, ia tidak akan membeli
barang itu atau mungkin membelinya tetapi dengan harga yang kurang. Penjual tidak wajib
menanggung terhadap cacat-cacat yang kelihatan.Hal ini sudah sepantasnya, karena dengan
cacat yang kelihatan itu dapat dianggap pembeli telah membeli cacat itu.

Apabila terdapat cacat-cacat tersembunyi, maka pihak pembeli dapat mengajukan
tuntutan pembatalan jual beli asalkan tuntutan itu diajukan dalam waktu singkat, dengan
perincian tuntutan sebagaimana ditentukan oleh KUHPerdata sebagai berikut:

1. Kalau cacatnya memang semula diketahui oleh pihak penjual dalam pasal 1608 KUH
Perdata ditentukan bahwa penjual wajib untuk mengembalikan harga penjualan kepada
pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi yang terdiri dari biaya, kerugian
dan bunga. Disini dapat kita lihat bahwa tuntutan atas cacat yang diketahui sejak semula
sama dengan tuntutan yang diatur oleh pasal 1243 KUH Perdata, yaitu berupa tuntutan
pembatalan dengan tuntutan ganti rugi.

2. Kalau cacatini memang benar-benar tidak diketahui oleh penjual sendiri. Pasal 1507 KUH
Perdata menentukan bahwa penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga
penjualan serta biaya-biaya (ongkos) yang dikeluarkan oleh pembeli dan penyerahan
barang.

3. Kalau barang-barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh cacat
tersembunyi. Pasal 1510 KUH Perdata menentukan penjual tetap wajib mengembalikan
harga penjualan kepada pembeli.

Pengecualian terhadap ketentuan di atas terdapat dalam Pasal 1493 dan 1506
KUHPerdata yang menentukan bahwa apabila penjual meminta diperjanjikan tidak
menanggung sesuatu apapun dalam hal cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya,
maka hal itu berarti menjadi resiko pembeli sendiri. Ketentuan lain yang terdapat dalam
KUHPerdata yang masih berhubungan dengan perlindungan konsumen ini adalah ketentuan
yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-
undang saja, akan tetapi termasuk juga perbuatan melawan hukum adalah:

1. Perbuatan yang melanggar hak orang lain;

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat;

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan maupun sikap berhati-hati
sebagaimana patutnya dalam lalu lintas bermasyarakat.

Tujuan jual beli bagi pembeli adalah memiliki, menguasai dan menikmati benda dengan
aman dari segala gangguan. Mungkin terjadi setelah benda diserahkan kepada pembeli,
timbul gangguan berupa tuntutan dari pihak ketiga atau ketika benda belum diserahkan,
pembeli sangat khawatir akan diganggu dalam penguasaannya. Apabila terdapat alasan-
alasan demikian, menurut Pasal 1516 KUHPerdata, pembeli dapat menangguhkan
pembayaran harga sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, akan tetapi jika penjual
menjamin bebas dari gangguan atau jika pembeli telah menyetujui pembayaran mesikpun ada
gangguan, tidak ada penangguhan pembayaran.
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Menurut ketentuan Pasal 1492 KUHPerdata, meskipun pada waktu mengadakan
perjanjian jual beli tidak ditentukan syarat penjaminan, penjual demi hukum wajib menjamin
pembeli bahwa benda yang dijualnya itu bebas dari tuntutan pihak ketiga dan bebas dari
pembebanan hak. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1504 KUHPerdata, penjual wajib
menjamin bahwa benda yang dijualnya itu bebas dari cacat tersembunyi yang mengurangi
nilai pakainya sehingga apabila pembeli mengetahui cacat tersebut tidak akan membeli benda
tersebut atau akan membelinya dengan harga murah. Berdasarkan pada dua pasal ini dapat
dinyatakan bahwa kewajiban utama penjual mengenai penjaminan meliputi tiga hal yaitu:

1. Menjamin bebas dari tuntutan pihak ketika,;
2. Menjamin bebas dari pembebanan hak;
3. Menjamin bebas dari cacat tersembunyi.

Kewajiban untuk menjamin kenikmatan memiliki dan menguasai benda merupakan

konsekuensi jaminan yang dijual oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa benda yang
dijual dan diserahkan itu benar miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban akan tuntutan
dari pihak lain. Kewajiban tersebut direalisasikan dalam kewajiban untuk memberikan
penggantian kerugian jika sampai terjadi pembeli dihukum karena suatu gugatan dari pihak
ketiga dengan putusan pengadilan untuk menyerahkan benda yang telah dibelinya keada
pihak ketiga tersebut.
Berdasarkan hal di atas, maka perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik pada
dasarnya adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli karena memperoleh
hak kebendaan dengan didasari itikad baik.Artinya tidak mengetahui cacat atau cela dari
(proses perolehan) barang tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 531 KUHPerdata.

4. KESIMPULAN

Prinsip itikadi baik dalam perjanjian jual beli berdasarkan hukum perdata adalah penting,
karena pada dasarnya pihak pembeli harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya
terkait barang yang ditawarkan oleh penjual dan pihak penjual harus beritikad baik dengan
menjelaskan keadaan barang secara rinci dan keadaan barang yang sebenarnya, begitu pula
dengan pembeli juga harus beritikad baik dengan membayar harga barang kepada pelaku
usaha. Asas itikad baik ini memiliki peranan yang sangat penting di dalam pembuatan suatu
perjanjian karena dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktek penipuan di dalam
transaksi jual beli.

Pertanggungjawaban penjual harta waris yang perolehannya mengandung cacat hukum
adalah wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti
segala biaya, kerugian dan bunga serta penjual wajib mengembalikan uang harga barang
pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan,
sekedar itu dibayar oleh pembeli.

Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli harta
waris adalah memiliki, menguasai dan menikmati benda dengan aman dari segala gangguan.
Penjual demi hukum wajib menjamin pembeli bahwa benda yang dijualnya itu bebas dari
tuntutan pihak ketiga dan bebas dari pembebanan hak seerta penjual wajib menjamin bahwa
benda yang dijualnya itu bebas dari cacat tersembunyi yang mengurangi nilai pakainya
sehingga apabila pembeli mengetahui cacat tersebut tidak akan membeli benda tersebut atau
akan membelinya dengan harga murah
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